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Faisal Amir (B111 12 679) Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di 
Kepolisian Resort Maros) dibawah bimbingan Bapak Syamsuddin 
Muchtar sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing 
II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di 
Kepolisian Resort Maros serta mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku 
tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Maros. Untuk 
mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan 
data; metode wawancara, metode kepustakaan, studi dokumentasi, dan 
metode analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. 
Hasil penelitian, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku 
tindak pidana dalam proses penyidikan; dari segi Penyidik yang 
menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan 
wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh polisi 
wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan 
kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Sementara 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yaitu; 












Faisal Amir (B111 12 679) Legal Protection Against Children 
Criminal Investigation Process (Case Study at Police Resort Maros) 
under the guidance of Mr. Syamsuddin Muchtar as mentor I and Mrs. 
Nur Azisa as mentor II. 
This study aims to determine the form of legal protection against 
child perpetrators criminal acts in the investigation process at the Police 
Resort Maros as well as to know the factors that influence the 
implementation of legal protection against child offenders in the 
investigation process at the Maros Resort Police. 
The research was conducted at Maros Resort Maros. To achieve that 
goal the researcher uses data collection methods; interview method, 
literature method, documentation study, and analytical method related to 
the issues to be studied. 
The results of the research, the form of legal protection of the child 
offenders in the investigation process; in terms of the investigator who 
handles the child investigator and / or the investigator who is authorized by 
law and attempted to be executed by the female police, then in the 
process of investigating the protection to the child of the perpetrator of the 
crime as stipulated in the law and always seeking alternative settlement of 
the case. While factors affecting the implementation of legal protection 
against child offenders in the investigation process namely; Law (law), 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh 
aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh 
kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya 
dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi 
seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada 
anak-anak.  Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan 
sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak 
berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada 
tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkotika dan obat-obat 
terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiyaan, 
pemerkosan, bahkan pembunuhan.  
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur 
dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti 
bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan 
aturan hukum1. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi 
hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-
undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan 
masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak 
                                                          
1 Penjelasan UUD 1945  pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum 
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sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan 
patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. 
Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak 
dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja 
(Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus 
dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan 
perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam 
kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian 
utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 
Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.2 
Kabupaten Maros merupakan kota daerah yang berbatasan 
langsung dengan kota Makassar sebagai salah satu kota 
metropolitan di Indonesia, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan 
anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, 
komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka 
terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang 
melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan 
tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal 
                                                          
2 Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak 
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tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau 
pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan 
hukum pidana, sebagaimana diamanatkan UU No.3 Tahun 1997 
Pasal 22 tentang Narkotika3, dan  Dalam UU No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana 
diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah 
sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep 
sistem pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak 
merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerena 
anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa 
sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. 
Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan 
dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak 
dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat 
menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, 
perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat 
mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi 
masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya 
seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, 
pendidikan dan perkembangan prilaku anak tersebut. 
                                                          
3 Penjelasan UU. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Narkotika 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan “ di Kepolisian 
Resort Maros. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka 
dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak 
pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian 
Resort Maros? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam 
proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak  
pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian 
Resort Maros. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak 
pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya 
dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pidana 
b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang 
karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian 
sejenisnya. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk 
praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum 
b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap 
mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang 











A. Definisi  Perlindugan Hukum 
Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada 
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 
semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain 
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 
diberikan  oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 
aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 
ancaman dari pihak manapun.4 
Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau 
upaya untuk melindungi  masyarakat dari perbuatan sewenang - 
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan  aturan hukum, 
untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 
manusia.5 
Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah 
Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat 
melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, 
berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
                                                          
4 Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.   
5 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret. 2004. hlm. 3   
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pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-
hak tersebut.6 
Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal 
yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan 
perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan 
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan 
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan 
perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 
pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan sutu kewajiban.  
2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif 
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, 
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.7 
 
Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal 
(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam undang – 
undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan 
untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh 
                                                          
6 Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 28   
7 Ibid. hlm. 20   
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pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaaan, 
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan pengadilan.8 
Sedangkan Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 
2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh 
aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan 
rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, 
dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, 
yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan atau pemeriksaan disidang pengadilan. 
Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat 
hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif 
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis. 
 
B. Pengertian Anak  
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan 
dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki 
dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan 
oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap 
dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu 
                                                          
8 UU No. 23 Tahun 200 4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa 
dan Negara dimasa yang akan datang. 
Menurut  The  Minimum Age  Convention  Nomor 138 Tahun 
1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 
tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention on The Right Of the 
Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui 
Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah 
mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF 
mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 
sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah 
mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. 
Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 
tahun.9 
Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui 
beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus 
menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan biasa 
berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut 
dapat dilihat pada uraian ini: 10 
1) Masa Pra-lahir  : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir 
2) Masa Jabang bayi : satu hari - dua minggu. 
3) Masa Bayi  : dua minggu - satu tahun.  
                                                          
9 Huraerah, 2006: 19 
10 Andy Lesmana, Definis Anak, Sumber : https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak 
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4) Masa Anak-anak I : 1 tahun - 6 tahun, 
5) Masa Anak-anak II : 6 tahun - 12/13 tahun.  
6) Masa remaja  : 12/13 tahun - 21 tahun 
7) Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun. 
8) Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun. 
9) Masa tua  : 60 tahun - meninggal .  
Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga 
mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan 
yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek 
agama, ekonomi, sosiologis dan hukum. 
1. Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama 
khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan 
makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah 
kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses 
penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia 
dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan 
secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, 
sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang 
berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam 
mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya 
dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan 
Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan 
negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan 
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lila’lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini 
mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, 
diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang 
diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan 
negara. 
2. Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokan 
pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang 
persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak 
mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya 
interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai 
kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering 
diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas 
yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok 
pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi 
kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas 
kepeliharaan dan perlingdungan, baik semasa dalam kendungan , 
dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau 
membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagui 
menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan 
masyarakat. 
3. Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan 
sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi 
12 
 
dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini 
anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status 
sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat 
berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah 
pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan 
adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak 
sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, 
misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut 
berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses 
sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. 
4. Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai 
pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan 
perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai 
peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan 
hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum 
atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. 
Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian 
diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang 







C. Pengertian Anak  dalam Aspek Hukum 
Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka 
diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang 
lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur 
tersebut adalah sebagai berikut:11 
1. Unsur Internal 
Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human 
right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam 
golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada 
dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan 
perbuatan hukum.  
Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang 
diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam 
melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakan anak 
dalam posisi seabagai perantara hukum untuk dapat 
disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk 




                                                          
11 Andy Lesmana, Definis Anak, Sumber : https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak 
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2. Unsur Eksternal 
Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam 
hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas 
formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk 
berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan 
peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan 
ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi 
kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari 
anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan 
negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Adapun Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan : 
1. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945.  
Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 
34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 
oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak Adalah 
subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, 
dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan 
kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah 
dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 
ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. 
“ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan 
15 
 
dikeluarkanya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu 
seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-
hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan 
dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, 
atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas 
pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan 
maupun sesudah ia dilahirkan “12 
2. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat 
(2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal 
yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum 
pernah menikah13 .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi 
dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan 
umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. 
Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya 
tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan 
kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan 
atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak 
                                                          
12 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 16.  
13 Pasal 1 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
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dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 
(delapan belas) tahun. 
Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat 
(3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana.14 
3. Pengertian Anak menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 . 
UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak 
ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal 
tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan 
syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 
tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU 
memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 
adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) 
tahun. 
Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 
ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di 
                                                          
14 Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. 
Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan 
bahwa anak dalam UU No1 Tahun 1974 adalah mereka yang 
belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun 
untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. 
4. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.  
Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan 
tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum 
genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum 
dewasa”15 
Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengetian anak 
Adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 
21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) 
meyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 16 
. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai 
kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat 
penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap 
                                                          
15 Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, hlm. 4.   
16 Eugenia Liliawati Muljono, 1998, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, 
Harvarindo, Jakarta, hlm. 3.   
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hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala 
masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada 
dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana 
kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud 
oleh Pasal 2 KUHPerdata. 
5. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak 
secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan 
dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat 
pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan 
seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman 
hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang 
anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 
tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana 
menimbulkan aspek hukum postif terhadap proses normalisasi 
anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan 
tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut 
berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. 
Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara 
pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu 
dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau 
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pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau 
memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan 
tidak dikenakan suatu hukuman.17 
Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan 
anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian 
sebagai berikut:  
a)  Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana  
b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan 
hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, 
tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk 
mensejahterakan anak.  
c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses 
perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana 
yang dilakukan anak itu sendiri.  
d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.  
e) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.  
Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang 
kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek 
hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga 
harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu 
                                                          
17 Darwan Prints, op.cit, hlm. 3.   
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mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara 
atau pemerintah. 
  
D. Pengertian  Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pelaku 
Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak. 
1.  Pengertian Tindak pidana  
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan 
istilah strafbaar feit, sedangkan Para pembentuk undang-undang 
tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang 
sebenarnya dimaksud dengan kata “strafbaar feit” maka timbullah 
didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya 
maksud dari kata “strafbaar feit “. 
Simons, merumuskan “strafbaar feit ” adalah “suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, 
yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.18 
Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum 
positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis 
sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons 
tentang pengertian dari strafbaar feit tersebut bersifat khusus 
karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya 
dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja. 
                                                          
18 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 98 
21 
 
Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe 
perkataan “strafbaar feit “ itu secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.19 
Menurut Pompe strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran 
norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat 
juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran 
norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 
338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan 
nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan 
pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 
lima belas tahun”. 
Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat 
dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan 
matinya orang. 
Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum 
positif, suatu “strafbaar feit “ itu sebenarnya adalah tidak lain 
daripada suatu tindakan yang dapat dihukum. 
                                                          
19 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 98 
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Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan 
pidana sebagai terjemahan  dari “strafbaar feit “, beliau 
memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar 
larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul 
dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau 
menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang 
dicita-citakan oleh masyarakat itu.20 
Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan 
paling umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda 
walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit.  
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, 
perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu 
adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit 
namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari 
istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan 
pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, 
ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan 
pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah 
masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan 
                                                          
20 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 99 
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pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi 
masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.21 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam 
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.22  
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan 
suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara 
keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus 
berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) 
yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah 
karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang 
bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut 
maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak 
                                                          
21 Diktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana 
22 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62 
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pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana 
telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana 
yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat 
dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang 
mengaturnya.23 
 
Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana; 
a. Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak 
pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana 
Adalah: ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat 
juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada 
perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya 
kejadian itu”24 
b. Pengertian Tindak Pidana menurut Bambang 
Poernomo  “Bahwa perbuatan pidana Adalah suatu perbuatan 
yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam 
                                                          
23 Kartonegoro, Op Cit, hal 156 
24 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54  
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dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.” 25 
c. Menurut Vos, tindak pidana Adalah suatu kelakuan manusia 
diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi 
suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman 
pidana.26 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau 
tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak 
sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang 
dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana 
yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan 
sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada 
orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian 
tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang 
melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian 
dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku 
perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah 
diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai 
hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan 
orang yang menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan 
yang erat pula. 
                                                          
25 Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130 
26 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas  
Lampung, 2009. Hlm 70 
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Jadi dapat disimpukan bahwa Pengertian Tindak Pidana 
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang 
merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan 
umum. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai 
berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. 
Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata 
“tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu 
“tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan 
“petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah 
hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian 
tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu 
tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemiian rupa, dimana petindak 
dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan 
dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan 
sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh 
masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh D.Schaffmeister, N. Keijzer, 
dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa : 
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“ Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan 
yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa 
selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum 
dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan 
itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.27 
Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:28 
a. Unsur-unsur formal: 
1) Perbuatan sesuatu 
2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan 
3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai perbuatan terlarang 
4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan 
diancam pidana 
b. Unsur-unsur materil: 
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, 
yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. 
Unsur-unsur apa yang ada dalam Tindak Pidana adalah 
melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana 
itu terdiri dari unsu-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang 
bersifat subjektif dan unsur objektif.     
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Unsur subjektif Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
di lakukan.29 
a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa). 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP. 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP. 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
b. Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid. 
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2) Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 
415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut 
Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat.  
 
Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur 
Tindak Pidana sebagai berikut: 30 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum 
b. Bertentangan dengan hukum 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
3. Pelaku Tindak Pidana 
Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana 
yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu 
kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan 
oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak 
dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur 
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subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah 
keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari 
dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.31 
Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dibedakan antara Pelaku 
(pleger) dan Pembuat (dader). Pelaku (pleger) adalah pengertian 
sempit tentang orang yang melaksanakan tidak pidana, dapat 
berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat 
maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana32. 
Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 
KUHP yang harus dipandang sebagai Pembuat (daders) itu bukan 
saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah 
menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu 
tindak pidana. 
Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa 
orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat 
dibagi dalam 4 (empat) golongan :  
a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen) 
Yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak 
ada temannya.  
b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak 
pidana (doen plegen) Yaitu seseorang yang menyuruh orang 
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lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh 
melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung 
jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di 
pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.  
c. Orang yang turut melakukan (mede plagen), turut melakukan 
artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak 
pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu 
yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut 
melakukan (mede plagen).  
d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, 
penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai 
paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang 
yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus 
dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya 
memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, 
penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain 
sebagainya. 
Dengan demikian Pelaku Tindak Pidana yaitu barang siapa 
yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai 






4. Tindak Pidana Anak 
Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman 
dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara 
lain ; Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, 
Kenakalan Pemuda, Delikuensi Anak dan Tuna sosial. 
Istilah delikuen berasal dari deliquency, yang diartikan 
dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda 
dan delikuensi. Kata delikuensi atau deliqunecy dijumpai 
bergandengan dengan kata junevile, dikarenakan deliquency erat 
kaitannya dengan anak, sedangkan deliquent act diartikan 
perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. 
Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, 
maka disebut deliquency. Jadi, deliquency mengarah pada 
pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial 
masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian 
deliquency menurut Simanjuntak, yaitu:33 
a. Junevile deliquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang 
merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum 
pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan 
yang dilakukan oleh para deliquent.  
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b. Junevile deliquency adalah pelaku yang terdiri dari anak 
(berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk 
yurisdiksi pengadilan anak / junevile court.  
Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak 
mencakup 3 pengertian, yaitu:34 
a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan 
tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-
anak belum dewasa dinamakan deliquency seperti 
pencurian, perampokan dan penculikan.  
b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok 
yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, 
perkelahian kelompok dan sebagainya.  
c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan 
perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan 
sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat 
berkembang menjadi orang-orang jahat.  
 
Menurut Romli Atmasasmita istilah deliquency tidak identik 
dengan istilah kenakalan dan istilah junevile tidak identik dengan 
istilah anak. Istilah junevile deliquency lebih luas artinya dari istilah 
kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih 
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cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah 
kejahatan anak-anak.35 
Kenakalan Anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku 
jahat/dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, 
merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak 
dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 
tingkah laku yang menyimpang.36 Kenakalan anak merupakan 
reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh 
anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan 
akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.  
Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan 
sebagai berikut:37 
a. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala 
prilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila 
dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak 
pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari 
dari rumah, dan lain-lain. 
b. Kenakalan Anak sebagai tindak pidana (Juvenile 
delinquency), yaitu segala prilaku anak yang dianggap 
melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang 
dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak 
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36 Kartini Kartono, Psikologi Remaja. (Bandung : Rosda Karya, 1988), hlm. 93 
37 Rachmayanthy, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan 
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dianggap belum bertanggung jawab penuh atas 
perbuatannya. 
 
Dalam UU No.3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik dengan 
hukum menggunakan istilah “Anak Nakal” sedangkan pada UU 
No.11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan 
Dengan Hukum”. 
Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik 
karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan 
penyimpangan perilaku. istilah “anak nakal” merupakan bagian 
dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang 
dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan 
menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan 
fisik dan mental si Anak. Selanjutnya,  penggunaan istilah ‘Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 
(tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut: 38 
1) Anak yang  berkonflik  dengan hukum yang  selanjutnya 
disebut  anak Adalah anak yang telah  berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana. 
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2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban Adalah anak yang  belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana 
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang  selanjutnya 
disebut  Anak Saksi Adalah anak yang  belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat  memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang  pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri 
Dengan demikian Tindak Pidana Anak ialah suatu 
perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam 
Masyarakat maupun Negara  yang dilakukan pada usia yang 
belum dewasa. 
 
E. Perlindungan  terhadap Anak yang berhadapan Hukum 
Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam 
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya 
usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan maupun dalam pelaksanaanya, baik oleh 
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pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan 
permasalahan anak. 
Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku 
kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi 
perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti 
bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas 
jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua 
hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan 
secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya 
sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu 
berkarya. 
 
Hak anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada  : 
1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia 
yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak 
asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah 
diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP : 
a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh 
penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut 
umum.39 
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b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam 
bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 
disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimula.40 
c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada 
penyidik.  Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 
pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan 
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.41 
d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap 
pemeriksaan.  Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan 
dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk 
setiap waktu mendapat juru bahasa.42 
e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat 
pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau 
terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang 
atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada 
setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur 
dalam undang-undang/ KUHAP.43 
f. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan 
berhak menghubungi atau menerima kunjunngan dokter 
pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada 
hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.44 
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g. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan 
berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh 
pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan 
dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain 
yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun 
orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau 
terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminana 
bagi penangguhannya.45 
h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan 
menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan 
kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa 
guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan 
ataupun untuk usaha mendapatakan bantuan hukum.46 
i. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau 
dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan 
menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang 
tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau 
terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk 
kepentingan kekeluargaan.47  
j. Tersangka atau  terdakwa berhak secara langsung atau 
dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima 
surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap 
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kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi 
tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.48 
k. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan 
menerima kunjungan dari rohaniawan.49 
l. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai 
keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 
menguntungkan bagi dirinya.50 
m. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban 
pembuktian.51 
n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian 
dan rehabilitasi.52 
 
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Perlindungan anak dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 
Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan 
diskriminasi.53 
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Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur 
dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak 
tersebut adalah : 
a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi.54 
b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 
berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.55 
c. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus 
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan 
dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 
mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran.56 
d. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa dan untuk menghindari labelisasi.57 
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3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum 
perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik 
bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan 
menghargai partisipasi anak.  
Adapun hak-hak anak dalam UU No.11 Tahun 2012 sebagai 
berikut58 : 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuai dengan umurnya 
b. Dipisahkan dari orang dewasa 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 
d. Melakukankegiatan rekreasional 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 
yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat 
dan martabatnya 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup 
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara,kecuali sebagai 
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang 
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang  tertutup 
untuk umum 
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i. Tidak dipublikasikan identitasnya 
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 
dipercaya oleh Anak 
k. Memperoleh advokasi sosial 
l. Memperoleh kehidupan pribadi 
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat 
n. Memperoleh pendidikan 
o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang –undangan. 
 
F. Pengertian, Fungsi, dan Wewenang Penyidik 
1. Penyidikan menurut UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. 
“Penyidik” Adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia 
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.59 
Sedangkan, 
 “Penyidikan” Yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
                                                          
59 Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya.60 
Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan 
itu biasa dibedakan sebagai berikut:61 
a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, 
pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari 
tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal 
permulaan dan penyelesaiannya, 
b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-
tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse 
kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan 
perkara pidana 
Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein , secara formal 
prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai 
dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi 
penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau 
informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun 
mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak 
pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi 
penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya 
Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan 
                                                          
60 Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
61 R. Soesilo. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bogor: Politea 
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terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak 
tersangka.62 
Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan 
disebut penyelidik dan orang yang melakukan penyidikan disebut 
penyidik. Penyidikan dimulai setelah terjadi tindak pidana dan 
Penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan 
tentang : 
a. Tindak pidana yang telah dilakukan 
b. Kapan tindak pidana dilakukan 
c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan 
d. Mengapa tindak pidana itu dilakukan 
e. Siapa pelakunya 
 
Dengan demikian Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh 
penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap 
tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang 
diatur dalam KUHAP.  
Selanjutnya, “Penyelidik” Adalah pejabat polisi negara 
Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk melakukan penyelidikan.63Sedangkan, 
“Penyelidikan Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
                                                          
62 Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka 
Cipta 
63  Pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”64  
Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan menurut M.Yahya 
Harahap “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama 
permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan 
bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi 
“penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah 
dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang 
dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 
penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub 
daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu 
penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan 
pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.65 
Adapun latar belakang fungsi penyidikan Adalah untuk 
melindungi dan menjamin/jaminan terhadap hak azasi serta tidak 
merendahkan harkat martabat Manusia. 
Aparat Penyidik dalam proses Penyidikan, yang berhak 
melakukan Penyidikan yaitu Penyidik, seperti dijelaskan 
pengertian penyidik. ”Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
                                                          
64  Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 




melakukan penyidikan”.66 Dari pengertian tersebut di atas, dapat 
ditarik dua unsur penyidik, yaitu : 67 
(1) Penyidik adalah : 
a) Pejabat Polisi Negara Indonesia; 
b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang. 
Akan tetapi dalam hukum acara pidana yang dimaksud Pejabat 
Kepolisian adalah tidak semua Anggota Kepolisian secara umum 
(POLRI) dapat menjadi penyidik perkara. Dalam perkara anak 
nakal (anak yang berhadapan dengan Hukum) syarat menjadi 
penyidik anak, yaitu :68 
1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa. 
2) Mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami 
masalah anak. 
Untuk Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang 
sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki 
bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah 
menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah 
satu pasalnya. Jadi terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak 
pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut. 
                                                          
66 Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
67 Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
68 Pasal 41 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997  tentang Pengadilan Anak 
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Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan 
dengan lancar, maka penyidik diberi Kewenangan untuk 
melaksanakan kewajibannya, yaitu : 69 
1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :  
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana 
b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal tersangka 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan 
penyitaaan 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 
f. menganbil sidik jari dan memotret seseorang 
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka ataupun saksi 
h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan Perkara 
i. mengadakan penghentian penyidikan 
j. melakukan tindakan lain menurut hukum secara 
bertanggung jawab 
                                                          
69 Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 
(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan 
pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi & pengawasan 
penyidik tersebut dipasal 6 ayat (1) huruf a. 
3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjungjung 
tinggi hukum yang berlaku. 
 
Selain Penyelidik dan Penyidik, KUHAP juga mengenal 
Penyidik Pembantu, “Penyidik Pembantu” Adalah Pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi 
wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan.70 Kemudian 
disebutkan Penyidik Pembantu Adalah Pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan selanjutnya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.71 
Kemudian disebutkan bahwa, pelimpahan wewenang 
penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila 
perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam 
keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan 
perhubungan didaerah terpencil atau tempat yang belum ada 
                                                          
70 Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
71 Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima 
menurut kewajaran.72 
Didalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara RI terdapat beberapa ketentuan secara khusus 
mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
disidang pengadilan yang tidak diatur didalam KUHAP dan hal ini 
merupakan relevansi dari azas hukum pidana (lex Specialist 
Deragot Lex Generalis). Secara sosiologi kewenangan Polisi 
dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat dilihat sebagai 
kedudukan (status) dan peranan (role). Berdasarkan perumusan 
peraturan perundang-undangan ini. 
 
2. Penyidikan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
tentang penyidikan, Penyidikan dilakukan oleh “Penyidik yang 
diberi wewenang dengan syarat ; telah berpengalaman sebagai 
penyidik, mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami 
masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang 
peradilan anak atau penyidik yang telah melakukan tugas 
penyidikan tindak pidana orang dewasa”.73 
                                                          
72 Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
73 Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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Selanjunya penyidik yang melakukan penyidikan / 
pemeriksaan terhadap perkara anak wajib meminta pertimbangan 
atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, 
psikolog, psikiater, tokoh agama atau tenaga ahli lainnya74 
Dalam penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, 
apabila dalam hal diversi gagal penyidik melanjutkan penyidikan 
dan berkoordinasi dengan penuntut umum.75 
Penangkapan anak wajib dilakukan secara manusiawi 
dengan memperhatiakan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan 
ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, dalam hal 
ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang 
bersangkutan, anak dititipkan di LPKS76.  
Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan 
wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai 
hak memperoleh bantuan hukum, dan dalam hal pejabat tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud penangkapan 
atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.77 
Demi kepentingan penyidikan, Tersangka (anak yang 
berhadapan dengan hukum) boleh dilakukan penahanan  yang 
harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, 
                                                          
74 Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
75 Pasal 29 dan pasal 31 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
76 Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
77 Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 
sebagai berikut :78 
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 7 (tujuh) tahu atau lebih. 
 
Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 32 
UU No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut : 
a. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan 
dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, dan jangka waktu 
penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang 
oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.79 
b. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penuntutan, 
Penuntut Umum dapat  melakukan penahanan paling lama 5 
(lima) hari, dan jangka waktu penahanan atas permintaan 
Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan 
Negri paling lama 5 (lima) hari.80 
c. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Pemeriksaan di 
sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan 
paling lama 10 (sepuluh) hari, dan jangka waktu penahanan 
                                                          
78 Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
79 Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
80 Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oeleh Ketua 
Pengadilan Negri paling lama 15 (lima belas) hari.81 
d. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Pemeriksaan di 
tingkat banding,  Hakim Banding dapat melakukan 
penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan jangka waktu 
penahanan atas permintaan Hakim Banding dapat 
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 
(lima belas) hari.82 
e. Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan 
Pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat 
melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari, dan 
jangka waktu penahanan atas permintaan Hakim Kasasi 
dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling 
lama 20 (dua puluh) hari.83 
Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud 
dalam UU No. 11 Tahun 2012  Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat 
(3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) 
telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera 
mengeluarkan Anak demi Hukum.84 
 
 
                                                          
81 Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
82 Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
83 Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 






A.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dalam hal ini 
Kepolisian Resort Maros (Polres Maros), pilihan lokasi penelitian 
tersebut di dasarkan pada pertimbangan tempat tersebut memiliki 
data dan dokumen yang diperlukan oleh peneliti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a) Data primer  
Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-
dokumen yang diperoleh secara langsung dari Lokasi penelitian 
dalam permasalahan yang akan dibahas. 
b) Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan 
peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan 
pendapat para ahli. 
2. Sumber Data 
Data primer dari hasil studi lapangan diperoleh dari penyidik 
(polisi) juga pelaku (tersangka). Penelitian ini dilakukan dengan 
55 
 
cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta 
menganalisis data sekunder, tujuannya untuk memperoleh data-
data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang 
berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Berkaitan 
dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunaka dalam 
penelitian ini meliputi : 
1. Data primer yang digunakan berupa peraturan Undang-
undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
dan Undang-undang yang terkait lainnya. 
2. Data sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling 
banyak digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, artikel 
ilmiah, dan makalah terkait. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menyempurnakan data – data yang dibutuhkan dalam 
rangka Kegiatan Penelitian ini, maka peneliti menggunakan 
beberapa Metode, diantaranya sebagai berikut:  
1. Metode Wawancara (Interview), yaitu peneliti mengadakan 
tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung 
dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak 
Kepolisian Resort Maros 
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2. Metode Kepustakaan (Library Research), artinya peneliti 
berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan 
berhubungan langsung dengan materi pembahasan. 
3. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan 
mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang 
diberikan oleh pihak yang terkait. 
4. Metode Analisi artinya Metode dengan serangkaian 
tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak 
Pidana dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Maros. 
Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara 
di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat85.  
Kepolisian Resort (Maros) merupakan struktur komando 
kepolisian / pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah 
kabupaten/kota (kab. Maros, Sul-Sel). Salah satu tugas/wewenang 
dari Kepolisian Resort Maros yaitu melaksanakan penyelidikan, 
penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun 
perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Maros salah 
satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah Anak.  
 
Berikut ini data tentang Perkara Pidana yang ditangani 




                                                          
85 Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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      Tabel 1 
    Perkara Pidana yang ditangani Kepolisian Resort Maros 
NO. PERKARA 
TAHUN 
2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH. 
1. ANAK 15 15 13 14 5 62  
2. DEWASA 305 485 419 454 249 1.912  
3. JUMLAH 320 500 432 468 254 1.974  
Sumber : Kepolisian Resort Maros (Tahun 2013 sampai tahun 2017) 
 
Dari data tabel 1 diatas menjelaskan bahwa perkara pidana 
tahun 2013 berjumlah 320 perkara, tahun 2014 berjumlah 500 
perkara, tahun 2015 berjumlah 432 perkara, tahun 2016 berjumlah 
468 perkara dan tahun 2017 berjumlah 254 perkara. Ini menjelaskan 
dari 5 (lima) tahun terakhir perkara pidana yang ditangani Kepolisian 
Resort Maros meski jumlahnya cenderung Fluktuatif (berubah-ubah)  
tapi tak dapat dipungkiri tidak hanya orang dewasa yang melakukan 
tidak pidana melainkan juga anak-anak. 
 
Selanjutnya dari data yang diperoleh diungkapkan juga tentang 









  Tabel 2 






2013 2014 2015 2016 2017 
1. PENGANIAYAAN 8 7 6 9 2  32 










- - - - 1  1 
JUMLAH 15 15 13 14 5  62 
Sumber : Kepolisian Resort Maros (Tahun 2013 sampai Tahun 2017) 
 
 Pada tabel 2 diatas menjelaskan jumlah tindak pidana 
menurut jenis tindak pidana yang dilakukan olek anak. Selama 5 
(lima) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yang 
ditangani Kepolisian Resort Maros, jumlah tindak pidana yang paling 
banyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana penganiayaan. 
Selanjutnya tindak pidana pencurian, dan pencabulan/pemerkosaan, 
kemudian pada tahun 2017 ada 1 jenis tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak yaitu kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang. Dari data diatas jumlah perkara pidana yang ditangani 
Kepolisian Resort Maros yang dilakukan oleh anak 5 tahun terakhir 
berjumlah 62 perkara pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang 
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dilakukan oleh anak ini dikarenakan dorongan faktor sosiologis, 
faktor psikologis, faktor ekonomi dan lain-lain. 
Tabel 3 






2013 2014 2015 2016 2017 
1. LAKI-LAKI 13 14 12 14 5  58 
2. PEREMPUAN 2 1 1 - -  4 
JUMLAH 15 15 13 14 5  62 
Sumber : Kepolisian Resort Maros (Tahun 2013 sampai tahun 2017) 
 
Dari tabel 3 diatas menunjukkan meski tergolong sedikit tidak 
hanya anak laki-laki yang melakukan tindak pidana melainkan juga 
anak perempuan. Hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah 
pergaulan, kurangnya perhatian serta kodisi emosional. 
Berikut Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku 
Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Maros. 
 
1. Penyidik 
Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya 
ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat 
dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum 
dalam hal ini penyidik di Kepolisian Resort Maros.  
Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa 
penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik 
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Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan 
terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 
berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik 
Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan 
penyidikan terhadap perkara anak nakal86.  
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal 
adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. 
Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpegalaman 
sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 
memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis 
tentang peradilan anak87. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, 
tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik 
dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan 
dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan 
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa88. 
Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam 
hal ini Penyidik Kepolisian Resort Maros dilaksanakan oleh 
Polisi Wanita (Polwan) dan beberapa hal jika perlu dengan 
                                                          
86 Pasal 26 (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
87 Pasal 26 (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
88 Pasal 26 (4) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang diatur 
dalam undang-undang.89 
 
2. Proses Penyidikan 
Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling 
menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum 
Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya 
tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta 
menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana 
tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut 
dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai 
dengan perbuatannya. 
Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara 
otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan 
pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan 
dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. 
Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya90. 
                                                          
89 Wawancara dengan IPTU Kasmawati, S.Sos, Penyidik Anak Kepolisian Resort Maros 
90 Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah 
penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat 
kejadian, melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan 
tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), 
penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.  
Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus 
dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut 
dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) 
tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka 
penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali 
kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program 
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di istansi pemerintah 
atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan 
sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh 
Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa91 
khususnya di Kepolisian Resort Maros harus dikemas dalam 
suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 
(1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan 
                                                          
91 Pasal 26 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan 
bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat 
mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-
jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu 
pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak 
menakut-nakuti tersangka.  
Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib 
meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing 
kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, 
psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya 
yang ada di Kota Maros. Selanjutnya dalam proses penyidikan 
terhadap perkara anak wajib dirahasiakan92, tindakan peyidik 
berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang 
dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan 
mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, 
malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat 
secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat. 
Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan 
terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resort 
Maros telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi 
                                                          
92 Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan 
Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan 
pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak 
mengenakan atribut yang dapat menyebabkan  anak tersebut 
terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma,  serta 
jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di 
Kabupaten Maros. Penyidik yang menangani perkara anak wajib 
merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat 
mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum 
(dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), 
sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. 
Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum. 
 
Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat 
Penangkapan dan Penahanan.  
Berikut data Penangkapan dan Penahanan di Kepolisian 







       Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak di Kepolisian Resort Maros 
NO TAHUN 
JENIS TINDAK PIDANA 
JML PENANGKAPAN PENAHANAN 
   
 
1. 2013 8 5 2 - 15 4 3 
2. 2014 7 6 2 - 15 5 3 
3. 2015 6 4 3 - 13 2 1 
4. 2016 9 3 2 - 14 3 2 
5. 2017 2 2 - 1 5 2 2 
JUMLAH 16 11 
         Sumber : Kepolisian Resort Maros (Tahun 2013 sampai tahun 2017) 
 
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 
pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau 
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang93.Yang berlaku 
pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal 
mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak 
boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan 
hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik 
kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera 
menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya 
kepada penyidik.  
                                                          
93 Pasal 1 angka (20) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
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Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan 
penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan 
penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan 
tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resort Maros Unit 
Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak 
yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang 
cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.94 
Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak 
bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan 
harkat dan martabak anak. Penangkapan terhadap anak wajib 
dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau 
senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak 
harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang 
diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang 
yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas 
dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang 
pelayanan khusus anak95.  
Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan 
penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan 
anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik 
                                                          
94 Wawancara dengan IPTU Kasmawati, S.Sos, Penyidik Anak Kepolisian Resort Maros 
95 Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan 
Penahanan Anak. 
 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke 
tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak 
atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang96. 
Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena 
ada kehawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau 
menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak 
pidana97. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan 
kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk 
mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, 
kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan 
penangkapan dan penahanan. 
Pasal 44 Ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang 
melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup.  Dasar diperkenankannya suatu penahanan anak, adalah 
adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak 
melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan 
                                                          
96 Pasal 1 angka (21) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
97 Wawancara dengan IPTU Kasmawati, S.Sos, Penyidik Anak Kepolisian Resort Maros 
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apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak 
pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan 
terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu98 : 
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; 
dan 
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 
 
Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan 
secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, 
didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan 
masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat 
perintah penahanan. 
Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat 
daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk 
kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang 
paling lama 8 (delapan) hari.   
. Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang 
dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, 
                                                          
98 Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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dan sosial tersangka anak tersebut.99 Hal ini positif dari segi aspek 
perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada 
dalam tahan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik 
secara fisik, mental ataupun sosial.  
Disamping itu dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “Dalam jangka 
waktu 30 tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang 
bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) 
apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka 
harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
Dengan demikian Penyidik Kepolisian Resort Maros yang 
menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan 
penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam 
undang-undang dan  menghormati harkat martabak anak sebagai 
orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.  
Bertolak dari data jumlah perkara yang dilakukan oleh anak 5 
(lima) tahun terakhir tersebut tidak semua perkara anak yang 
ditangani Penyidik Kepolisian Resort Maros dilakukan 
penangkapan dan penahanan. Dari data yang ada sekitar 16 
                                                          
99 Wawancara dengan IPTU Kasmawati, S.Sos, Penyidik Anak Kepolisian Resort Maros 
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perkara pidana dapat dilakukan penangkapan dan dari 16 proses 
penangkapan ditetapkan 11 perkara pidana dilakukan penahanan. 
Tindakan penangkapan disertai dengan penahanan oleh 
Penyidik, cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu 
tindak pidana “Pencurian”. Selanjutnya sebagaimana hal ini Dalam 
hal belum terdapat ruangan penahanan khusus anak di Kepolisian 
Resort Maros, maka Anak yang berperkara (pelaku tindak pidana) 
dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Anak100. 
Penyidikan merupakan Kompetensi Penyidik, dalam 
menangani perkara anak Penyidik memiliki wewenang untuk 
mengambil kebijakan meneruskan perkara atau menghentikan 
perkara.  
Berikut data Jumlah Kasus/perkara anak yang berhadapan 
hukum di Kepolisan Resort Maros 
Tabel 5 
Jumlah Kasus/Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
NO THN 
JENIS KASUS / PERKARA 








1. 2013 8 5 2 - 4 11 - 
2. 2014 7 6 2 - 7 8 - 
3. 2015 6 4 3 - 2 9 2 
4. 2016 9 3 2 - 4 8 2 
5. 2017 2 2 - 1 3 2 - 
                   JUMLAH 20 38 4 
Sumber : Kepolisian Resort Maros (Tahun 2013 sampai tahun 2017) 
Ket : *P21   : Melimpahkan / Pelanjutan perkara tahap penuntutan 
                 *ADR : Alternative Dispute Resolution 
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Dalam UU N0.11 tahun 2012 dikenal istilah DIVERSI, Diversi 
adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana101. Diversi 
bertujuan102 : 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan 
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
 
Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut 
diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan 
sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus 
dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka 
dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna 
kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya 
memulihkan hubungan yang terjadi kerena tindak pidana untuk 
kepentingan masa depan kedua belah pihak.  
 Pada proses penyidikan adapun syarat diupayakannya 
diversi sebagai berikut: 
a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun 
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana 
                                                          
101 Pasal 1 angka (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
102 Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan “Proses 
diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak 
dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, 
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesioanal 
berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”. 
 Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan 
diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur 
anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan 
lingkungan keluarga dan masyarakat. 
 Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara 
menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem 
peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan 
semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan 
memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataanya proses 
peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada 
kebaikan. 
Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk 
memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar 
menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur 
melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi prinsip mengapa 
dilakukan diversi khusunya bagi tindak pidana anak sebagai 
bentuk upaya perlindungan hukum.103 
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 Akan tetapi dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak,  proses peradilan pidana anak 
dilanjutkan dalam hal : Proses Diversi tidak menghasilkan 
kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. 
Selanjutnya dalam Konsep Polri, dengan menggunakan 
istilah Polri dalam paradigma baru telah berubah dalam cara 
pendekatan pelaksanaan tugas, termasuk dalam rangka 
penegakkan hukum yang salah satu tujuan dibuatnya aturan 
hukum, adalah untuk memberikan suatu kepastian dan rasa 
keadilan di masyarakat.  
Dalam Penanganan Perkara Anak Penyidik Kepolisian 
Resort Maros dalam hal memberikan perlindungan kepada anak 
pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara 
Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan 
pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian 
perkara diluar hukum yang berlaku. Munculnya upaya 
penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan 
prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi 
hukum formal yang ada, terutama bagi pihak-pihak yang 
berpekara. 104 
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Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik 
Kepolisian Resort Maros yang menangani perkara anak dalam 
penyelesaian masalah merujuk pada Surat Kapolri No. Pol : 
B/3022/XII/2009 SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang 
Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) 
yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif 
selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya 
perdamaian. 
Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur Alternatif 
Dispute Resolution (ADR), langkah-langkah yang harus 
diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut : 
1. .Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian 
materi kecil. 
2. Disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun 
apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan 
sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional 
dan proporsional. 
3. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui 
oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW 
setempat. 





B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan 
Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses 
Penyidikan di Kepolisian Resort Maros 
Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang 
dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 
pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, 
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan 
hak-hak asasi yang ada105. Pada hakikatnya setiap orang berhak 
mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, 
meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya. 
Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk 
melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata 
lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan 
hukum dilaksanakan.  
Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik 
(Kepolisian Resort Maros) sebagai penegak hukum harus 
melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat 
terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum. 
Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam 
proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros tidaklah semata-mata 
menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat 
                                                          
105 Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan 
Penegakan Hukum (2007) 
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tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, 
antara lain: 
a. Hukumnya 
Yang  dimaksud dengan hukumnya adalah undang-
undang, pada proses penyidikan Perkara Anak di Kepolisian 
Resort Maros , kewenangan penyidik mengkoordinasikan 
dengan penuntut umum anak, dalam hal menyerasikan 
undang-undang untuk menghindari bolak-baliknya berkas 
penyelidikan. “apabila perkara anak dilanjutkan ketahap 
penuntutuan”. Sehingga anak sebagai pelaku tidak terkatung-
katung dalam menjalani proses penyidikannya. 
 
b. Penegak hukum 
Yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam 
bidang penegakan hukum (Penyidik Kepolisian Resort Maros). 
Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai 
dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan 
penyidikan perkara anak dilakukan dengan mengutamakan 






c. Masyarakat  
Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan 
memahami hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan 
perkara anak yang ditangani Kepolisian Resort Maros, penyidik 
dalam hal melakukan penyidikan pada suatu hal dianggap perlu 
membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut. 
Sebagaimana dalam bunyi Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 
d. Sarana dan fasilitas 
Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di 
Kepolisian Resort Maros , dalam proses penyidikan salah satu 
kaitannya dekan penangkapan dan penahanan Kepolisin 
Resort Maros belum terdapat ruangan atau ruang penahanan 
yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang 
berperkara. 
. Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut,  penegak 
hukum penyidik anak Kepolisian Resort Maros dapat 
menyerasikan perananya secara aktual dari segi efisensi dan 
efektifitas dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak 








Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat berkesimpulan 
yaitu sebagai berikut:  
1. Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang 
dilakukan oleh anak yang ditangani Kepolisian Resort Maros 
dalam melaksanakan Penyidikan, harus mengutamakan 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik 
dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau 
Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta 
diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika 
perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses 
Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana 
kekeluargaan, menghormati dan memberikan  hak-hak anak 
pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-
undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. 
 
2. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak 
pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor ; 
Hukumnya (undang-undang), Penegak hukum, masyarakat, 




Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan 
penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak 
sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, 
dedikasi, dan memahami masalah anak. 
2. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan Diversi tentu perlu 
untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang 
telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
3. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua 
jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak 
mengulangi tindak pidana tersebut.  
4. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat 
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